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Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi maraknya becak motor yang beroprasi
di Kota Yogyakarta. Contohnya di Jalan Malioboro dan beberapa titik
Kota Yogyakarta. Banyak wilayah umumnya melarang becak motor
sebagai angkutan umum. Salah satunya adalah Yogykarta dalam surat
edaran Gubernur dikarenakan keselamatan becak motor kurang terjamin.
Keberadaan becak motor pun merugikan becak kayuh yang merasa
tersaingi. Pemerintah juga dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang
terkait masalaha becak motor dalam bentuk pelarangan dan di alihkan ke
becak kayuh karana dari beberapa lembaga pemerintah meminta demikian
untuk kepentingan masyarakat atau umum

Penelitian ini menggunakan teori Maslahah Mursalah penyusun
menggunakan sebgai bedah penelitian ini. Dilihat dari segi kualitas dan
kepentingannya, penyusun meninjau bagaimana respon dari beberpa
lembaga pemerintahan terkait seperti Dinas Perhubungan dan Kaporlesta
Yogyakarta dan meninjau juga dari para pengguna jasa becak motor dan
para pengemudi becak motor

Dari penelitian yang saya dapatkan becak motor melakukan sejumlah
pelangaran hukum. Salah satunya, becak motor digunakan untuk angkutan
umum yang tidak mempunyai izin kerangka yang belum mempunyai
standar. Belum pernah dilakukan uji coba oleh Dinas Perhubungan
terhadap becak motor. Dengan demikian Dinas Perhubungan dan
Kapolresta Yogyakarta hanya membrikan sanksi administratif sebagai
salah satu upaya penegakan hukum. Namun masih kurang tegas karena
dukungannya dari pemerintahan pejabat setempat kurang sehingga tidak
efektif “dan’ ‘menyebabkan * becak ' motor'- masih’ beroprasi di Kota
Yogyakarta.
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Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB
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e '‘Ayn koma terbalik (di atas)
4 Gayn G Ge
= Fa' F Ef
S Qaf Q Qi
- Kaf K Ka
d Lam L El
’ Mim M Em
< Ndn N En
’ Waw w We
’ Ha' H Ha
- Hamzah . 4 Apostrof
Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

s Ditulis Muta "addidah

Wl /e Ditulis iddah,, iddah

C. Ta'marbdtah
Semua Ta“ marbiah ditulis, dengan h, baik berada pada
akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan
kata (kata yang diikutip oleh kata sandang “al”).Ketentuan ini
tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya

kecuali dikehendaki kata aslinya.
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Cadz Ditulis Hikmah

Qe Ditulis . illah

35 S Ditulis Karamah al-auliya"”
ears i)

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

B Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis i
- Dammah Ditulis u
£ Fathah Ditulis fa"ala
By Kasrah Ditulis zukira
s Dammah Ditulis yazhabu
E. Vokal Panjang
1. Fathah + alif Ditulis A
oz Ditulis Jahiliyyah
2. Fathah'+ ya -mati Ditulis A
T gl Ditulis tansd
3. Kasrah + ya' mati Ditulis i
»d Ditulis karim
4. Dammah + wawumati Ditulis i
oRs N Ditulis furid
F. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya' mati Ditulis ai
Ay Ditulis bainakum
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2. Dammah + wawumati
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au
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Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang

Dipisahkan dengan Apostrof

Sl Ditulis a"antum
Sagl Ditulis u“iddat
Sodd o Ditulis la""in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

1 Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah maka ditulis dengan

menggunakan huruf awal “al”

Ol Ditulis Al-Qur“an
5 i Ditulis Al-Qiyas
Sk

2 Biladiikuti oleh huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan

huruf pertama Syamsiyyah tersebut.

) Ditulis As-Sama "
suggE
i Ditulis Asy-Syams
‘y:
o

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

o) 69 Ditulis Zawi al-furud
B l Ditulis Ahl as-sunnah
BlE yets )




KATA PENGANTAR

psa ) (e ) ALl ans
gl g Adely piNoaa g Al YIALIN (ylagdil o Cpal) gluial) ) gal Ao iy g Cpallad) o jadl daal)
daaua gl e gdanalisiw Ao Juaagdll o Al g ) go208 ey
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kota favorit untuk menuntut ilmu
pengetahuan, sebagai mana julukannya sebagai kota pelajar dengan jumlah
mahasiswa pendatang tertinggi, Daerah Istimewa Yogykarta juga terkenal
dengan keindahan destinasi wisatanya, seperti bangunan bersejarah, candi,
serta budayanya yang masih kental. Hal tersebut menjadi keunggulan Daerah
Istimewa Yogyakarta untuk menarik hati para wisatawan domestic maupun
macanegara. Tingkat wisatawan yang tinggi mampu menciptakan
kesempatan bagi para pelaku usaha khususnya transpotasi wisata tradisional
seperti becak ataupun andong yang menjadi khas dari Daerah Istimewa
Yogyakarta yang menjadikan daya tarik sendiri tersendiri bagi para
wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah menjadi ciri khas bahwa becak dan andong menjadi daya tarik
yang romantis untuk berkeliling dan menikmati indahnya Daerah Istimewa
Yogyakarta, akan tetapi para pelaku,usaha yang bergerak dalam bidang becak
yang awal mulanya menggunakan becak tradisonal mereka memulai
melakukan modifikasi kepada becaknya, yaitu dengan menambah mesin
motor kepada becaknya yang menjadikannya becak motor, akan tetapi tidak
lama ini Gubenur Daerah Istimewa Yogykarta telah melarang becak motor

untuk beroprasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena becak motor



selain tidak memiliki payung hukum dan dinilai sebagai traspotasi yang tidak
memenuhi syarat dan membahayakan keselamatan para penumpang, dan
apakah pelaku usaha becak motor tersebut diharuskan mengunakan helm
ataupun memliki SIM (surat izin mengemudi) dikarenakan mnggunakan
mesin motor dalam becaknya . Seperti yang diketahui bahwasanya becak
motor tidak sesui dengan perda no 5 tahun 2016 tentang mode traspotasi
tradisional, akan tetapi sampai saat ini kebradaan becak motor ada dan
kelanjutan dari pemerintah Yogyakarta belum ada tindakan yang jelas.

Dalam Undang-undang nomer 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan
Angkutan jalan membagi dua jenis kendaraan yakni kendaraan bermotor dan
kendaraan tidak bermotor’. Dan dalam pembagian kendaraan bermotor tidak
mengatur tentang adanya becak motor. Jenis kendaraan yang dipaparkan
hanya meliputi:?

a. Sepeda motor

b. Mobil penumpang
¢, 'Mobil bus

d. Mobil barang dan

g../Kendaraan khusus

! pasal 47 ayat (1) nomer 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan
2 Ibid,.ayat (2)



Dalam Undang-undang ini hany memberikan keleluasaan kepada
pengembangan teknologi untuk trasportasi untuk salah satu bentuk inovasi

yang dapat dilakukan dengan pengawasan oleh pemerintah®.

Di beberapa wilayah dati (daerah tingkat) I maupun dati Il, Pemerintah
daerah pemerintah memberikan legalitas dengan adanya betor. Misalnya di
provinsi Sumatra utara, yaitu kabupaten Dairi dan kabupaten Tebing Tinggi.
Di daerah tersebut betor sudah menjadi moda trasportasi yang umum.
Pemerintah kabupaten Dairi memberikan izin untuk becak motor beroprasi
diwilayahnya. Izin beroprasi di kabupaten Dairi nomer 16 tahun 2000 tentang
usaha angkutan umum. Sedangkan dikota Tebing Tinggi, lzin beroprasi
becak motor di merujuk pada perda nomer 3 tahun 2007 tentang Retribusi

izin mendirikan perusahaan dan oprasi becak dan motor”.

Berbeda dengan daerah lain, misalnya daerah khusu Ibu Kota
Jakarta memberikan legalitas resmi berbentuk larangan adanya becak
motor yang beroprasi di wilayahnya. Larangan tersebut diatur dalam perda
DKI Jakarta nomer 8 tahun 2007 tentang. ketertiban.umum. Pada pasal 2
ayat (6) perda DKI nomer 8 tahun 2007 tersebut menyatakan setiap orang
atau badan-dilarang membuat, merakit atau mengoprasikan angkutan
umum jenis empat bermesin dua tak yang di maksud dengan kendaraan

jenis empat bermesin dua tak adalah kendaraan bermotor yang digunakan

® Lihat bagian bagian keempat Undang-undang nomer 22 tahun 2009 tentang
lalulintas dan angkutan jalan

* Tri jata ayu pramestasi, Becak Bermotor Legal Atuakah. .. Di akses pada
tanggal 18 maret



untuk angkutan umum seperti bajab (2 tak) motor becak (mobec) dan

sejenisnya’.

Daerah yang dilalui dengan perkembangan betor salah satunya
adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan beberapa daerah
tersebut yang memperbolehkan dan melarang beroprasi betor di
wilayahnya. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memliki
aturan yang baku dengan adanya masalah betor. Padahal transportasi betor
di Yogyakarta telah menjamur dan perkembang pesat Bahkan
perkumpulan bentorpun sudah dibentuk dikawasan Yogyakarta. Dalam
peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 1 tahun
2008 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta nomer 10 tahun 2001 tentang penyelangaraan angkutan orang
dengan kendaraan umum tidak ada aturan tentang hal tersebut. Pada perda
nomer 5 tahun 2016 tentang mode transportasi tradisional becak dan
andong baru saja disahkan maret 2015 tidak diatur mengenai becak motor®
perda’ Trasportasi Tradisional tersebut ‘muncul tanggapan atas semakin

maraknya becak yang dimodifikasi menjadi bermesin motor (betor).

Beberapa bentuk penilain menjadiakan becak motor kurang disetujui

berabagai pihak. Dari segi keselamatan, kendaraan Tradisional modifikasi

5 .
Ibid
® Lihat perda provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomer 5 tahun 2016 tentang
mode Transportasi Tradisional becak dan andong



itu dinilai membahayakan. Trasportasi ini pun dapat mengcam eksetensi

becak kayuh ’. Para becak kayuh-pun mengeluh dengan adanya betor®.

Persaingan bidang transportasi yang ditimbulkan ada dua macam
yakni mutu pelayanan dan persaingan harga’. Dalam kasus betor, ketua
Asosiasi paguyuban becak kota Yogyakarta (Aspabeta) mengungkapkan
bahwa harga yang dipatok becak kayuh dapat dua kali lipat lebih mahal
dari pada becak motor dengan rute yang sama'®. Tentunya dengan adanya
mesin jarak yang ditempuh pun yang lebih jauh dan juga waktu yang
dibuthkan pun lebih singkat. Kelebihan betor dapat mengancam becak
tradisional mencari penghasilan padahal telah mempunyai legalitas untuk

beroprasi dijalanan.

Kondisi yang demikian menjadikan delimatis di Indonesia karean
negara menggunakan konsep walfarestate. Padahal di negra dengan
konsep walfarestate, Negara menjadi staatsbemoeinis atau menghendai
Negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan ekonimi
masyarkat, juga. menjaga ketertiban dan.keamanan (rust en orde)"

pemerintah dalam hal ini yang terlibat langsung dalam masyarakat dalam

7https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2015/10/06/510/649195/becak—
motor-bentor-tetap-ilegal

8https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/lzbnhp/tradisi-

ramadhan

¥ Rahardjo Adisasmita, Menejemen Pembangunan Trasportasi
(Yogyakarta: Graha limu, 2014), him 12

10 https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/lzbnhp/tradisi-
ramadhan

" Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara: Edisi Revisi ( jakarta: rajawali
pers 2014), him 14-15
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tugas menangani masalah trasportasi merupakan dinas perhubungan®?
khsusu nya dinas perhubungan kota Yogyakarta, sebagai wilayah provinsi
Yogyakarta yang sangat marak akan adanya betor*® tanpa adanya
peraturan, betor masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Daerah
antara  Melegalisasi ~ ataupun  melarang.  Pemerintah  Daerah
istimewaYogyakarta haruslah melakukan upaya adanya kebijakan hukum
yang mengatur betor agar motor ini tidak melalang buana tanpa adanya

kontrol.

Untuk melihat bagaimana trasportasi betor dari segi hukum dan
maslahah mursalah yang terjadi disini karena yang terlibat adanya dinas
perhubungan dan para pelaku usaha, penyusun merasa terpangil untuk
menulis judul penelitian “Kebijakan hukum terhadap betor (studi kawasan

Daerah IstimewaY ogyakarta) prospektif maslahah mursalah.”
B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian, yang telah dikemukakan dalam latar belakang
masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai
berikut.:

1. Apakaha keberadaan becak motor sebagai salah satu sarana trasportasi
Kota Yogyakarta telah sesuai dengan praturan Undang-undang yang

berlaku ?

12 pasal 5 Undang-undang republic Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 tentang
lalulintas dan angkutan jalan

13 pasal 6 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia nomer 22 tahun 2009
tentang lalulintas dan angkutan jalan



2. Bagaimana prespektif maslahah mursalah terhadap persoalan ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai

berikut:

1. Tujuan dari penilitian ini adalah
a Untuk mengetahui apakah becak motor tersebut sesui dengan
peraturan Undang-undang ataupun peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta
b. Untuk mengetahui bagaimana maslahah mursalah merumuskan
kasus yang ada di Yogyakarta ini.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
a Manfaat teoritis :
1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan khususnya
dalam menggembangkan hukum tatanegara
2., Dapat di jadikan pedoman dalam penelitian yang lain sesuai
dengan bidang peneliti yang penulis teliti.
b. . Manfaat praktis
1. Diharapkan mampu memberikan bentuk pemikiran teoritikal
dan kritikal terhadp Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
selaku dinas yang melakukan pengawasan dan pembenahan

terhadap penyelengaraan transportasi di Kota Yogyakarta.



2. Bagi akademis, semoga dapat memeberi tambahan referensi
khusus nya bidang ilmu maslahah mursalah terhadap

kebijakan pmerintah.

Bagi pemerintah, dapat memeberi tambahan informasi dan
pengetahuan tentang kinerja pmerintah yang baik, sehingga dapat

mewujudkan pemerintaha yang baik.
D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk
mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan
dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian
yang akan diajukan dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan
oleh para peneliti seblumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak
perlu dan mubadzir®*.

Kaitanya dengan judul penelitian Kebijakan Hukum Terhadap
Pengguna- Becak Motor . (Studi Kasus «di- wilayah, -Daerah Istimewa
Yogyakarta)  prospektif. maslahah mursalah, ' penulis berusaha untuk
mengkaji hastl. penelitian-penelitian sebelumnya yang isinya cukup relevan
dan memeliki hubungan dengantopik penelitian yang penulis lakukan
adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain.

Pertama, skripsi karya Aulia Rachman Firdausy Fakultasyari“ah dan

hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2017, dengan judl “Penertiban kendaraan

4 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam,(Jakarta: PT, Raja Grafindo
Persada,2004), him.183.



Becak motor (Betor) di Kota Yogyakarta oleh Dinasperhubungan Kota
Yogyakarta). Dalam penelitian ini menjelaskan becak motor digunakan
sebagai angkutan yang tidak berizin dan belum pernah dilakukan uji
opresional terhadap keberadaan becak motor dengan demikian dinas
perhubungan melakukan sejumlah penertiban berbentuk pengawasan dan
sanksi administratif. Penertiban dilakukan sebagai di satu sisi penegakan
hukum namun dasar nya masih lemah karena syarat-syarat penegakan
hukum belum terpenuhi. Sehingga penertiban tersebut tidak efektif dan
menyebabkan becak motor masih dapat beroprasi di Kota Yogyakarta *°.
Kedua, skripsi karya Nerul Siyamsari kartili denganjudul “Startegi
Aadaptif Tukang Bentor Dalaam Mewudkan Kesejahteraan Keluarga Studi
Kasus Tukang Bentor yang Beroprasi di Depan Kampus Il Universitas Islam
Negri Alaudin Makassar" dalam skripsi ini menjelaskan mengenai startrgi
pengemudi becak motor untuk dapat mensejahterakan keluarganya dengan
salah satu startegi adaptif, yang awalnya para tukang becak tradisonal masih
mengunakan becak'. yang' tradisional. dengan ‘cara" digenjot akhirnya
melakukan = modifikasi ~dengan menambahkan - rangka ~mesin kedalam
becaknya dengan mengunakan mesin ‘motor tentu saja membuat jarak
tempuh lebih cepat dan efisein berbeda dengan becak yang mengunakan

tenaga genjot atau tenaga manusia yang cenderung akan lebih lama daripada

1> Aulia Rachman, “penertiban kendaraan becak motor (Betor ) di Kota
Yogyakarta oleh Dinasperhubungan Kota Yogyakarta (2017)
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becak yang mengunakan becak motor yang tentu akan berperngaruh
terhadap penghasilan dari tukang becak motor tersebut™.

Ketiga, skripsi Andi Fajar Anas dengan judul “Pengendalian Becak
Motor Sebagai Angkutan Umum di Kota Makassar. Hasil penelitian
menunjukan bahwa peraturan Walikota Makssar nomer 22 tahun 2012
menjadi dasar hukum dalam mengendalikan oprasional kendaraan becak
motor di kota makssar. Bedasarkan pasal 2 peraturan Walikota Makassar
tentang Pengendalian Oparesional Kendaraan Becak Motor Dalam Wilayah
Kota Makasar, wilayah operasional becak motor ditetapkan pada kawasan
pemukiman kacamatan Tamalanrea, Pemukiman Kacamatan Bringkanaya,
Pemukiman Kacamatan Tamalate dan Pemukiman Kacamatan Manggala.
Pada pasal 4 Peraturan Walikota Makassar nomer 22 tahun 2012
menjelaskan bahwa setiap kendaraan becak motor agar bisa mendapkan izin
dan bisa beroprasi, maka harus memeliki standar kelaikan jalan yang diman
pemilik nya harus menyesuikan spesifikasi rangcang bangun kendaraan
becak ‘motor sesuai. ketentuan peraturan’ yang ‘berlaku. Namun Dalam
pelaksanaan nya, Pengendalian Operasional Kendaraan Becak Motor Dalam
Wilayah Kota Makassar belum mampu diterapkan secara efektif dikarenak

sulitnya untuk berdialog kepada para pemilik dan pengguna becak motor

'® Nurul siyamsari kartili “startegi adaptif Tukang Bentor Dalam
Mewujudkan Kesejahteraan keluarga Studi Kasus Tukang Bentor yang Beroprasi

di Depan kampus Il UIN Alauddin Makassar, 2016
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mengenai batas wilayah operasional dan tidak adanya inisiatif mengubah
model rangka becak motornya sesui dengan aturan yang berlaku *'.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, sejauh penulis
yang ketahui belum ada penelitian yang secara khusus dan mendetail
membahas tentang Kebijakan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor

(Studi Kasus di Wilayah Kota Yogyakarta) Prospektif Maslahah Mursalah.

E. Kerangka Teori

1. Maslahah Mursalah

Setiap kebijakan yang ditetapakan oleh pemerintah pasti memeliki
tujuan. Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah
wujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan teori
Maslahah Mursalah, yang mana secara bahasa Maslahah beraarti
manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, gun atau kegunaan. Maslahah
juga berarti sesuatu yang baik. Al-Gazali dalam karyanya al-Mustasyfa
memberikan konsep Maslahah. Menurutnya yang dimaksud dengan
Maslahah - adalah memelihara tujuan syara’ atau- hukum islam dan
tujuan yang hendak dicapai oleh pencipta syara ( Allah SWT) vyaitu

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta *®

. Sedangkan
Maslahah Mursalah adalah metode penempatan hukum berdasarkan
keselamatan universal sebagai tujuan syarak, tanpa berdasar secara

langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika dapat nas tertentu yang

Y Andi Fajar Anas ,,” Pengendalian Becak Motor Sebagai Angkutan Umum di
Kota Makasar2017

18 Al-Gazali, al-Mustasfa.him 286-287
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mendukungnya dari segi makna, beraarti dia menjadi giyas, tetapi jika
terdapat nas yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti
menjadi batal®.

Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud syarak, Maslahah
Mursalah disamakan dengan istihsan bi al-darurah. Imam Malik
memakai metode ini dengan melandaskannya kepada tiga jenis
kemaslahatan manusia, yakni daruriyyah, hajiyyah dan ta hsiniyyah.
Maslahah Murasalah berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat
daruri, yakni memelihari agama, jiwa, keturunan dan harta. Penerapan
Maslahah Mursalah harus memenuhi empat syarat berikut®:

1. Daruriyyah (kemaslahatannya sangat esensial dan primer)

2. Qath " iyyah (kemaslahatannya sangat jelas dan tegas

3. Kulliyah (kemaslahatannya bersifat universal )

4. Mu “tabarah (kemaslahatannya berdasarkan dalil dan universal

dari keseluruhan garinah).

F. MetodePenelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah :
a. Penelitian Lapangan (field research) penulis akan melakukan

observasi dengan cara bertatap langsug kepada para pengguna becak

19 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh,( Jakarta : Pustaka Firdaus, 2007), him 279
% Ibid.,him. 280.
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motor, melakukan wawancara kedapa Dinas Perhubungan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mengumpulkan data yang akurat.
2.Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskritif analisis, penulsi disini mengambarkan
secara bentuk peraturan di lapangan Dinas Perhubungan kemudian
menganalisisnya dengan peraturan yang berlaku dan juga teori yang
dikemukakan.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan yuridis
emperis. Yuridis yakni Undang-undang nomer 22 tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkatan jalan serta peraturan di bawahnya seperti peraturan
pemerintah nomer 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan dan peraturan
pemerintah nomer 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Sedangkan emperis,
yakni melihat penelitian pada kenyataan atau fakta yang terjadi di
Ipangan. Dalam hal ini peranan Dinas Perhubungan pengawasan dengan
adanya becak mator.
4. Sumber Data
Sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi :
a. Sumber Data Primer
Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta melalu obeservasi, dokumentasi,
wawancara dan pengumpulan data-data terkait dengan masalah

diteliti. dan juga perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-
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undang nomer 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan umum,
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 10
tahun 2001 tentang Penyelengaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan
Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta
peraturan lain yang terikat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang digunakan untuk melengkapi
sumber data primer yakni; buku, jurnal, artikel, dokumen, sumber,
internet dan sumber-sumber keterkaitan pada masalah yang diteliti

c. Sumber Data Terseir.

Data terseir yakni, data yang digunakan untuk memeberi
petunjuk maupun penejealsan terhadap data primer maupun data
sekunder, sepert ; kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus
bahasa inggris.

5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam
penelitian ini adalah;
a. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang
tidak terbatas pada orang namun juga obyek-obyek alam yang lain.
Dikutip dari Sugiyono, Sutrisno Hadi menggukapkan bahwa
observasi merupakan sesuatu yang kompleks yakni sesuatu yang

tersusun dari berbagai sesuatu yang biologis dan psikologis yang
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terpaut dengan pengamatan dan ingatan® pengamatan dilakukan di
jalan- jalan Kota Yogyakarta yang banyak dilalui oleh becak motor
kemudian mengkaji nya untuk menambah data dalam proses
penelitian ini
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan
dokumen-dokumen yang tertulis yang terkait dengan masalah.
Dokumen telah lama digunakan dalam penelitian karena siafatnya
yang dapat menguji, menafsirkan bahkan meramalkan®’. Data- data
yang akan nantinya gali merupakan data yang berasal dari Dinas
Perhubungan data lain merupakan Undang-undang yang berlaku.
c. Wawancara
Wawancara merupakan jenis peneltian mengunakan percakapan
dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak,
pertama pihak pewawancara (interviemer) yang mengajukan pihak
pertayaan dan.pihak kedua yakni terwawancara (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut %>, Wawancara akan
dilakukan denga pihak Dinas perhubungan Kota Yogyakarta yakni

bagian Lalulintas dan Angkutan Jalan serta lembaga terkait.

21 sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung;
Alfabeta, 2008), him 145
22 . . . .. .. . .
Lexy, J. Moleong. Metode Penelitian Kuantitatif ; edisi revisi (Bandung; rosadi karya
,2012), him 217
% bid, hlm, 187.



16

6. Analisi Data

Data yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan
tersier kemudian di analisi dengan teknik kuantitatif dan tehnik
evaluatif yang bersifat analisi menggunakan penalaran dekduktif.
Analisi yang dilakukan yakni denga hasil wawancara yang mendalam
diperolen  kemudian  melakukan  kajian  yuridis  dengan
menghubungkan atau menyesuaikan pada perturan perundang-
undangan sehingga memperoleh penyusunan yang sistematis

Dalam penelitan penyusun, akan membahas terkait kebijakan
hukum terhadap becak motor kemudian dicari keseuain dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku secara propesional.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahsan dalam penulisan ini lebih terarah, maka
perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing
terdiri dari beberapa sub bab, yaitu;

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar
belakang ,masalah sebagai, dasar untuk .merumuskan masalah, kemudian
dilajutkan dengan tujuan kegunaan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan
referensi, kerangka teoritik sebagai alur pemikiraan yang ditempuh
berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilajutkan
dengan metodologi penelitian serta diakhir dengan sistematika pembahasan

Bab kedua, menerangkan tentang pengertian dan menjelaskan dengan

konsep Maslahah Mursalah.



Bab ketiga, merupakan gambaran umum tentang becak motor,
kemudian pembahasan mengenai Kebijakan Hukum Terhadap Becak Motor
dan Tujuan Kebijakan.

Bab keempat, adalah pembahasan tentang analisis  Maslahah

Mursalah tentang Kebijakan Hukum Terhadap Becak Motor

Bab kelima, adalah penutup terdiri dari mengenai kesimpulan dari
hasil penelitian dan saran dari penulis, dari uraian yang penulis tuliskan

nantinya diharapkan lebih mengembangkan penelitian ini.

63



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Becak Motor Menurut Perundang-undangan atau aturan
yang berlaku.

Bedasarkan hasil wawancara/observarsi penulis mendapatkan
kesimpulan bahwa sesuai keputusan Gubernur Nomer 55..2/0316
tertanggal 23 Januari 2003 kebradaan becak motor di Daerah Istimewa
Yogyakarta khusunya Kota Yogyakarta dilarang beoprasi dan menyalahi
aturan menurut Undang —undang Nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan karana muncul tanpa ada pengujian dahulu.
Becak motor juga bermasalah karena tidak dilengkapi dengan plat
kendaraan, SIM, dan rawan keselamatan dan apabila Undang-undang itu
dilangar, pelaku dapat dipidana (ps 277) penjara 1 tahun atau denda
maksimal Rp 24 juta. Hal itu berdasarkan pasal 277 UU LLAJ.

Untuk hal itu berharap Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan
Kapolresta Yogyakarta kembali menyosialisasikan UU 'LLAJ terutama
menyangkut larangan becak motor.

2. Pandangan Maslahah Mursalah
Tujuan hal ini tentang larangan becak motor untuk antisipasi hal-hal
yang tidak di inginkan saat di jalan dan untuk kemaslahatan bersama dan

untuk juga mendukung Perda Nomer 5 tahun 2016 Tentang Transportasi

63



B. Saran

64

Umum Tradisional. Para pengguna becak motor ini juga mereka memiliki
dua buah becak yang satu becak yang telah dimodifikasi dan diberi
mesein motor dan yang satunya becak kayuh yang mereka gunakan
sebelum beralih ke becak motor jadi sangat relevan sekali apabila

dikeluarkan Perda Tentang Larangan Becak Motor.

Saran saya ke pemerintah DIY mengenai permasalahan ini yang
terus tidak terselesaikan, adanya diperlukan perhatian lebih terhadap
maraknya becak motor seperti ada Perda yang mengatur tentang larangan
becak motor beroprasi di Yogyakarta atau dari wilayah terkecil dulu yaitu
wilayah Kota Yogyakarta. Dan untuk para oknum esekutif tidak bijak
sekali bila anda menfaatkan para pengendara becak motor untuk

kepentingan anda sendiri.

Selain itu memberikan sanksi yang sangat tegas dan sesui dengan
aturan hukum yang berlaku bagi mereka yang masih beroprasi. Agar

kedepan memberikan efek jera bagi pengemudi becak motar.
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